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KORPS Lalu Lintas (Korlantas)
Polri memberlakukan sistem pe-
ngurangan poin bagi pelanggar lalu
lintas. Dalam satu tahun, Surat Izin
Mengemudi (SIM) memiliki 12 poin.
Jika melakukan pelanggaran ringan,
dikurangi 1 poin, pelanggaran se-
dang 3 poin dan pelanggaran berat 5
poin. Bila terjadi kecelakaan hingga
korban meninggal dikurangi 12 poin.
Sedang jika tabrak lari SIM langsung
dicabut. Jika 12 poin habis, maka
SIM diblokir dan saat perpanjangan
harus mengulang. Sistem poin ini di-
namakan Traffic Activity Report de-
ngan menggunakan sistem nilai
kepatutan berkendara atau merit
point system (KR6/1). Ketentuan ini
mulai diberlakukan tahun 2025.

Kita meyakini sistem poin ini tu-
juannya baik, yakni agar tercipta ke-
tertiban masyarakat dalam berlalu
lintas. Sistem poin ini akan menjadi
data keselamatan dalam berlalu lin-
tas di jalan dengan parameter pe-
langgaran dan kecelakaan lalu lin-
tas. Dengan adanya sistem poin
maka akan dapat dengan mudah
diketahui data akumulatif seluruh
pelanggaran lalu lintas yang dila-
kukan seseorang dalam setahun.
Data ini akan menjadi bahan evalu-
asi bagi Polri khususnya Korlantas
untuk melakukan berbagai pembe-
nahan, baik terkait dengan sistem
maupun penegakan aturan (law en-
forcement).

Di sisi lain, kita juga meyakini
masih banyak masyarakat yang
belum mengetahui perihal sistem
poin ini. Misalnya, apa saja yang ma-
suk kategori pelanggaran ringan se-
hingga poinnya dikurangi 1. Begitu
pula untuk kategori pelanggaran se-
dang yang poinnya akan dikurangi 3,
begitu pula untuk pelanggaran berat.
Sekadar catatan, pelanggaran ringan
(poinnya dikurangi 1) antara lain tidak
menggunakan sabuk pengaman, ti-
dak menyalakan lampu sein saat be-
lok, tidak membawa SIM atau STNK,
berkendara sambil menggunakan
HP, melanggar batas kecepatan
sedikit di atas aturan.

TAJUK RENCANA
Sosialisasi Sistem Poin Lalu Lintas

Sedang pelanggaran sedang (poin
dikurangi 3) antara lain melanggar
marka jalan seperti menerobos garis
stop di lampu merah, tidak memberi
jalan kepada pejalan kaki di zebra
cross, mengemudi kendaraan yang
tidak layak, misal lampu rem mati,
melawan arus lalu lintas di jalan ter-
tentu, serta melebihi batas kecepatan
secara signifikan dan sebagainya.
Kita yakin untuk jenis-jenis pelang-
garan ini masih banyak masyarakat
yang belum mengetahuinya.

Kita memahami bahwa dalam pe-
negakan hukum atau aturan berlaku
adagium atau prinsip semua orang
dianggap tahu hukum, walaupun
dalam kenyataannya tidak semua
tahu hukum. Bila prinsip ini tidak
diberlakukan, maka ketika orang me-
lakukan pelanggaran, ia akan me-
ngatakan tidak tahu hukumnya de-
ngan harapan terbebas dari sanksi.
Logislah bila semua orang dianggap
tahu hukum, yang artinya orang tidak
tahu hukum sekalipun, tetap diang-
gap tahu hukum, sehingga aturan itu
dapat diterapkan.

Termasuk terkait pemberlakuan
sistem poin dalam pelanggaran lalu
lintas, semua orang dianggap tahu
aturannya. Namun kita perlu meng-
ingatkan perihal kekuatan berlaku
aturan tersebut. Hendaknya aturan
tersebut (sistem poin) tak hanya
berlaku secara yuridis, tapi juga sosi-
ologis, yakni aturan itu diterima dan
mengikat masyarakat. Karenanya,
agar memiliki kekuatan sosiologis, ki-
ta mendorong pemerintah dalam hal
ini Polri untuk intens melakukan so-
sialisasi tentang pemberlakuan sis-
tem poin, apalagi ini berlaku secara
nasional.

Bahkan, sistem poin ini juga tidak
menghilangkan atau menghapus
denda tilang yang selama ini diber-
lakukan. Sistem poin dan tilang
adalah dua mekanisme sanksi yang
berbeda, yang pertama merujuk pa-
da pencatatan pelanggaran secara
kumulatif, dan yang kedua mengarah
pada sanksi finansial untuk pelang-
garan yang dilakukan. O - d
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Makan Siang Gratis vs Subsidiaritas

PROGRAM makan siang bergizi
gratis yang dijanjikan Presiden Prabowo
Subianto dan Wakil Presiden Gibran
Rakabuming mendapat tanggapan pro
dan kontra. Menurut rencana, program
prioritas ini dimulai 6 Januari 2025.

Saat kampanye Pilpres lalu, calon pre-
siden Prabowo memprediksi anggaran
yang dibutuhkan mencapai Rp 460 trili-
un. Dalam pembentukan RAPBN 2025,
program makan siang gratis dialokasi-
kan anggaran Rp 71 triliun. Sejatinya,
program ini memiliki tujuan mulia,
yakni memenuhi kebutuhan gizi sekali-
gus memberdayakan ekonomi
kerakyatan.

Banyak kalangan menen-
garai, program makan bergizi
gratis ini berpotensi menim-
bulkan masalah. Salah satu in-
dikasinya ialah kebimbangan
pemerintah dalam penetapan
besaran anggaran per porsi.

Awalnya anggaran sebesar
Rp 15.000 per porsi. Namun,
setelah melakukan uji coba di
pulau Jawa selama 11 bulan,
pemerintah akhirnya menetap-
kan angka rata-rata Rp 10.000
per porsi. Cukupkah angka
sekecil itu untuk menyediakan
makanan bergizi?

Akan tetapi, masalah pro-
gram makan gratis tak sekadar
soal besaran atau potensi kebo-
coran anggaran. Program ma-
kan siang bergizi gratis yang
secara teoretis luhur ini dalam
praktiknya rawan mencederai prinsip
subsidiaritas.

Prinsip Subsidiaritas

Banyak orang keliru menyamakan
subsidiaritas dengan subsidi. Padahal,
dua hal ini memiliki makna yang berbe-
da. Subsidi adalah bantuan yang lazim-
nya diberikan pemerintah dalam bentuk
uang, barang, atau pengurangan pajak
guna meringankan beban masyarakat.

Sementara itu, subsidiaritas memiliki
makna mendalam. Subsidiaritas be-
rakar pada kata Latin subsidiarius yang
berarti cadangan. Subsidiaritas mene-
kankan bahwa inisiatif harus diprakar-
sai oleh tingkat serendah mungkin, ke-
cuali jika inisiatif dari tingkat yang lebih
tinggi memberikan keuntungan (Malan,
2012).

Dalam filsafat dan moral sosial, sub-
sidiaritas berarti lembaga atau aktor
yang lebih kuat tidak boleh mengambil
alih urusan satuan sosial yang lebih ke-
cil, sejauh satuan sosial tersebut masih
mampu mengusahakan sendiri.

Bobby Steven

Dalam ensiklik Quadragesimo anno
(1931), Paus Pius XI menegaskan prin-
sip subsidiaritas sebagai inspirasi bagi
dunia dalam menghadapi krisis ke-
manusiaan. Paus Pius XI menyatakan,
kelompok sosial yang lebih besar tidak
boleh menyerap fungsi kelompok lebih
kecil yang masih bisa mengupayakan
keperluan mereka sendiri.

Makan gratis vs Subsidiaritas

Setakat ini, program makan bergizi

Makan Bergizi ©
Gratis a

gratis terkesan sebagai sesuatu yang di-
rancang oleh pemerintah pusat, tanpa
memperhatikan keunikan potensi ma-
syarakat setempat. Program ini memilih
pendekatan dari atas ke bawah, bukan
dari bawah ke atas.

Makan siang gratis berpotensi men-
cederai prinsip subsidiaritas. Pemerin-
tah pusat seolah memandang masyara-
kat akar rumput tidak mampu menyedi-
akan makan bergizi sehingga harus di-
adakan intervensi dalam rupa program
nasional makan gratis berbiaya jumbo.

Pemerintah tidak berhak serta-merta
mengambil alih urusan individu dan ke-
lompok masyarakat yang masih mampu
mengurus kebutuhan sendiri, termasuk
dalam pengadaan makan bergizi.

Program makan bergizi yang diran-
cang pemerintah saat ini semestinya
mengadopsi prinsip subsidiaritas agar
lebih berkeadilan bagi masyarakat serta
dapat menghemat anggaran negara.
Subsidiaritas mengandaikan adanya
pendataan keperluan sekaligus kemam-

puan aktual kelompok warga yang hen-
dak dibantu untuk memenuhi keperlu-
an mereka sendiri.

Tidak semua kelompok warga sung-
guh memerlukan makan bergizi gratis.
Di sejumlah tempat, perbaikan gedung
sekolah lebih mendesak. Di tempat lain,
edukasi gizi lebih tepat sasaran karena
sebenarnya ada sumber pangan lokal,
namun selama ini kurang dimanfaatkan
warga.

Penyaluran bantuan anggaran makan
bergizi seharusnya menyesuaikan de-
ngan kemampuan setiap sekolah dan
wilayah dalam mengupayakan
makanan bergizi secara (semi)
mandiri. Tidak boleh dipukul ra-
ta dengan perhitungan anggaran
per porsi menurut pemerintah sa-
ja. Apalagi sampai ditetapkan se-
bagai program serentak nasional,
padahal sebenarnya tidak semua
daerah memerlukan bantuan
yang sama.

Penerapan prinsip subsidiari-
tas sekaligus dapat mencegah
rakyat menjadi sasaran politisasi
bantuan sosial (bansos) yang ma-
rak terjadi untuk mempengaruhi
rakyat dalam pemilihan umum.
Makan bergizi gratis pun bisa
disalahgunakan oknum wong li-
cik sebagai upaya meninabo-
bokan rakyat dengan serba me-
manjakan, tanpa memberdaya-
kan wong cilik.

Rakyat seharusnya diakui
martabat dan upayanya. Rakyat
tidak boleh hanya dijadikan lumbung
suara dengan dihujani aneka bantuan
sosial, termasuk makan siang gratis.

Rakyat perlu didengarkan dan dilibat-
kan dalam perancangan dan pelaksana-
an program pemerintah. Semoga! (¥)-d

*)Dr Bobby Steven, Dosen
Universitas Sanata Dharma.

KR-JOKO SANTOSO

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-
kasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat.  Selanjutnya
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas.
Terimakasih.

Bersekolah yang Membahagiakan

LIBUR sekolah waktu yang sangat di-
nantikan oleh anak-anak. Saat libur tiba,
suasana hati anak-anak begitu gembira,
seperti yang tercermin dalam lagu Libur
Telah Tiba yang dinyanyikan oleh Tasya.
Lirik lagu ini menggambarkan kegembi-
raan yang dirasakan oleh banyak anak
Indonesia setiap kali libur sekolah
datang. Namun, kenyataannya adalah
setelah libur berakhir, kembali ke seko-
lah tidak selalu menyenangkan bagi se-
mua anak.

Enggan Berangkat Sekolah

Pada hari pertama masuk sekolah
setelah libur semester, penulis mendapati
beberapa anak merasa enggan untuk be-
rangkat sekolah. Alasan yang diungkap-
kan sederhana; ”Ah, tidak asyik, sekolah
tidak asyik, liburan kok cepat banget.”
Hal ini menggambarkan fenomena
umum yang sering terjadi pada banyak
pelajar di Indonesia, di mana anak
merasa tidak nyaman untuk kembali ke
sekolah setelah masa liburan.

Penulis melakukan wawancara de-
ngan beberapa pelajar di Kota Yogya-
karta. Hasilnya menunjukkan, banyak
anak yang merasa enggan kembali
bersekolah setelah liburan semester. Ini
adalah masalah yang cukup besar yang
perlu diperhatikan oleh pihak sekolah
dan guru. Kenapa hal ini bisa terjadi?

Pertama, sekolah belum menjadi tem-
pat yang menyenangkan bagi banyak
anak-anak. Masih ada banyak siswa
yang merasa tidak nyaman di sekolah,
baik secara fisik maupun emosional.
Banyak sekolah yang belum dapat men-
ciptakan suasana yang ramah dan
menyenangkan bagi para siswa.

Kasus 'Bullying’

Kedua, masih tingginya kasus bullying
atau perundungan di sekolah-sekolah,
baik negeri maupun swasta, menjadi
salah satu penyebab ketidaknyamanan
siswa di sekolah. Bullying yang terjadi ti-
dak selalu dapat ditangani dengan baik
oleh pihak sekolah, dan ini menyebabkan
siswa merasa takut atau tidak aman di
lingkungan sekolah.

Ketiga, banyak guru yang belum mam-
pu menjadi teladan atau idola bagi siswa.
Guru seharusnya dapat menginspirasi
dan memberi contoh yang baik bagi

Yuzarion

anak-anak. Namun, tidak semua guru
memiliki kemampuan tersebut. Padahal,
peran guru sebagai pembimbing dan con-
toh sangat penting dalam perkembangan
siswa.

Keempat, beban tugas sekolah yang
terlalu banyak juga menjadi faktor yang
membuat siswa merasa tidak betah di se-
kolah. Tugas-tugas yang diberikan, baik
di sekolah maupun pekerjaan rumah,
seringkali terasa membebani siswa, ter-
utama jika jumlahnya sangat banyak.
Beban akademik yang tinggi ini dapat
mempengaruhi kesehatan mental siswa.

Cari Solusi

Sekolah harus mencari solusi untuk
masalah ini agar bisa menjadi tempat
yang menyenangkan dan membahagia-
kan bagi siswa. Psikologi pembelajaran
tagwa menawarkan; Solusi pertama
adalah dengan memperkuat peran guru,
yang harus menjadi teladan yang baik
bagi siswa. Nilai-nilai luhur yang dia-
jarkan oleh bapak pendidikan Indonesia,
KH Agus Salim, seperti Ing Ngarso Sung
Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut
Wuri Handayani harus menjadi prinsip
dasar bagi setiap guru.

Solusi kedua menangani kasus bully-
ing dengan tegas. Pihak se-

perlu mengevaluasi tugas-tugas yang
diberikan kepada siswa. Tugas sekolah,
terutama yang berbentuk pekerjaan ru-
mah, harus diperhatikan dengan baik
agar tidak membebani siswa. Sekolah
perlu memastikan bahwa tugas-tugas
tersebut sesuai dengan kebutuhan
psikologis siswa, tidak membuat siswa
merasa tertekan, dan mendukung kese-
jahteraan akademik siswa.

Terakhir, sekolah perlu melibatkan
psikolog profesional untuk memperkuat
layanan psikologis di sekolah. Psikolog
dapat membantu menangani masalah
psikologis yang dihadapi oleh siswa, baik
itu terkait dengan belajar maupun inter-
aksi sosial di sekolah. Dengan adanya
layanan psikologis yang baik, siswa da-
pat lebih mudah mengatasi masalah
siswa dan merasa lebih nyaman di ling-
kungan sekolah.

Semoga dengan adanya perubahan
dan upaya yang lebih baik dalam mencip-
takan suasana yang membahagiakan di
sekolah, para siswa di Indonesia, khusus-
nya di Yogyakarta, dapat merasakan se-
kolah sebagai tempat yang menye-
nangkan dan penuh kebahagiaan, éseko-
lahku surgakui, seperti yang diinginkan
oleh banyak anak-anak Indonesia. ***-d

*)Dr Yuzarion SAg SPsi MSi, Dosen
Senior Psikologi Taqwa UAD Yogyakarta.

kolah perlu menjamin bah-
wa kasus bullying tidak
akan dibiarkan begitu saja,
dan ada langkah-langkah
yang jelas untuk mengatasi
masalah ini. Dengan cara
ini, siswa dapat merasa lebih
aman dan nyaman di seko-
lah.

Solusi ketiga adalah mem-
perkuat karakter guru. Ka-
rakter yang baik harus di-
tanamkan dalam diri guru
dan ditunjukkan melalui tin-
dakan nyata. Sebagai contoh,
karakter ”jujur” bukan ha-
nya diajarkan secara teori,
tetapi juga harus tercermin
dalam perbuatan dan perila-
ku sehari-hari para guru.

gar.

penden.

nan.
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Korlantas berlakukan sistem poin bagi pelang-
- Perlu survei, banyak yang belum tahu.

Ketua DPD usul wacanakan capres inde-
- Sayangnya peran parpol masih domi-

Pedagang Teras Malioboro 2 segera direlokasi.
- Lebih nyaman, dagangan laris manis...

seskek

ek

Bezass

Keempat, pihak sekolah



